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TAHUTT ATTGGARAIV 20/25

BUPATI HAI"MAIIERA BARAT,

Menimtrang : a. bahrra untuk kelancaran Pengelolaan Keuangan l)aerah clalam
rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Betanja Daerah
Kabupaten Halmahera Barat Tahun AnSgaran 2A'21, maka
berdasarkan Pasal 4 ayat {3) dan ayat (4} huruf c peraturan
Pernerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan
Daerah dan Peraturan Menteri trJalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,
Bupati Selal<u Kepala Daerah sebagai pemegang Kekuasaan
Pengelolaan Keuangan Daerah perlu melimpahkan Kekuasaan
Pengelolaan Keuangan dimaksud kepada Kepala perangkat
r)aerah di Lingkungan Pemerintah Kai;upaten F{almahera Barat
sebagai Pejabat Pernegang Kervenangan Selaku pengguna
Anggaran dalam pelaksanaan tugas pokok dan {'r-lngsi perangkat
Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pelimpahan
Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dari Bupati Selaku
Kepala Daerah kepada Kepala Perangkat lJaerah Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat SeLragai pejabat
Pemegang Ker.venangan Selaku Pengguna Anggaran Tahun
Anggaran 2425"

Mer:gingat : 1. Undang-undang Nomor 60 fl'ahun 1q58 tentang Penetapan
Undalg-undang Nomor 23 Darurat Tahun 195? tentang
Pembentukan Daerah*daerah Sr,r,'atantra Tingkat II Datam Wilayah
I)aerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

'2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 199q tentang Pembentukan
Provinsi Maluku Utara, Knbupaten Buru dan Kabupaten Maluku
Tenggara Barat, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2000;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan.
Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur rlan
Kota'lidore Kepulauan di Provinsi Maiuku Utara;

4- Undang-undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun '2OO4 tentang Perbendaharaan

Negara;
5" Undang-undang Nomor 23 Tahun 2AL4 tentang Pemerintahan

Daerah;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 20'22 tentang l{ubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
B. Undang-undang Nomor 20 Tahun ZA'X tentang Aparatur Sipil

Negara;
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9" Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang lJana
Perimbangan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2G19 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 77 Tahun 2020 teatang
Pedoman Teknis Pengeloiaan Keuangan Daerah;

12" Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahiln Atas
Peraturan Daerah Katrupaten Flalmahera Barat Nomor 5 Tahun
2A16 tentang Pemlrentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Halmahera Baral.;

13. Peraturan f)aerah Kabupaten llalmahera Barat Nomor 2 'Iahun
'2A'2'2 tentang Fengelolaan Keuangan flaerah;

14. Peraturan Daerah Nornor 2 Tahun 20?3 tentang Peruhrahan Kerlua
Atas Peraturan Daeratr Kabupaten Halrnahera Barat Nornor
6 Tahun 2{}16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten l{almahera Rarat;

15. Peratriral Daerah Kabupater: Haimahera Barat Nornor Tahun
2025 t.entang Anggaran Pendapatan dan i3elanja Daerah
Kabupaten F{almahera Barat Tahun Anggaran 2CI25;

16. Peraturan l3upati Halmahera Barat Nomor Tahun 2A25 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatari dan Belanja Daerah Kabupal.en
Haknahera Barat Tahun Anggaran 2A'25.

MTMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Melimpahkan Kekuasaan Pengeloiaan Keuangan Daerah dari
Bupati Selaku Kepala Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah di
Lingkungan Pernerintah l)aerah Kabupaten Halmahera Barat
sebagai Pejabat Pemegang Kewenangan Selaku Penggrina
Anggaran Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Pelimpahan sebagaimana dimaksud l)iktum Kesatu, Kepala
Perangkat Daerah i:ertugas :

a. Menyusun RKA-SKPD;
t). Menyusun DPA-SKPD;
c. Melakukan tinriakan yang mengakibatkan pengeluaran atas

beban Anggar an Belanj a d an/ atau pengeluaran pembia.y*aan;
d. Meiaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnva;
e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan

pemba-varan;
f. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah bagi Ferangkat

Daerah yang mempunvai $/er'r'enarrg rnelaksanakan fungsi
tersebut;

g. Mengadakan ikatan/perjanjian keriasama dengan Pihak lain
dalam batas Anggaran yang telah ditetapkan;

ir. Menandatangani SPM;
i. Mengeloia utang dan piutang yang menjadi tanggung jawah

SKPD yang dipimpinnlza;
j. Men-yusun dan menyampaikan laptxan keuangan SI{PD yang

dipirnpinnya;
k. Mengawasi pelaksanaan Anggaran SKPD "yang dipirnpinnya;
1" Menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;
rr. Menetapkan pejabat lainnya dalarn SKPD yang dipimpinnl,'a

rlalam rangka Pengelolaan Keuangan Daet"ah; rlan
rL. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala

Daerah melalui Sekretaris Daerah.
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Peiimpahan sehagaimana dimaksud Diktum Kesatu, Kepala
Perangkat Daerah ditreri rvewenang untuk:
a," Menanrlatangani dokumen pen:rintaan pengesahan

pendapatan clan belanja atas penerjrnaan dan pengetruaran
daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah
(NPHD);

c. Menandatangani dokumen pemberian bantuan sosial;
d. Menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang tlipimpimva

dalarn rangka pengelolaan keuangan daerah: clan
e. Menetapkan FemLrantu Bendahara Penerin:aan dan Pernbi*nttr

Bendairara Per: geiuaran"

Penunjukan dan Fenetapan Peiabat sebagairnana dimaksud dalam
Diktum Kesatu, tetap berpedoman pada ketentnan Peratrrran
Pemerintah l\omor 12 Tahun 201q tentang Pengelolaan Keuangan
l)aerah dan Peraturan Menteri Daiaur Negeri Nomor 77 Tahun
'2O'2A tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah rlan
ketentuan Perundan g-undangan lainnva"

Pelimpahan sebagaimana maksucl Diktum Kesatu para Kepala
Perangkat l)aerah Lrertanggungjaw,ab penuh alas Pengelolaan
Keuangan pada Perangkat Daerah yang dipimpinnya sesuai
ke te ntuan pe raturan pe rundang- undangan -1rsng be rlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dit.etapkan di :

parla tanggal :

Jailokr
3 Januari '2A25

BUPATI HALM BARAT,

?emlusan ; disampaikan kepada Yth;

i. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2" Gubernur Malukr,r Utara di Sofifli,
3. lJadan Pemeriksaa,n Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspel<tur Inspektorat Kairupaten Ha}nahera Barat di Jaiiolo,
5. Iiepala BI{.AD Kab. Halrnahera }3aral di.Iailolo,
6. Yang bersangkuta"n untuk diketahui dan seperlun_v4..

Ass. Bid. Eho. & Pembamgunan

Iial:ag. Hukum &. Orgs
JAMES UAI{G
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